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Relational Power institutions are inherently shaped by the hierarchical structure of
School Principal school organizations, where principals hold decision-making

Teacher authority while teachers act as policy implementers. Drawing on
Education Policy key sociological theories of education, such as Pierre Bourdieu’s
Performance-Based Policy theory of social reproduction and Michel Foucault’s concept of
power relations, the study reveals that performance-based
education policies tend to reinforce unequal power structures.
Teachers are frequently positioned as passive recipients of top-
down policies, with little involvement in the decision-making
process. This lack of participation has significant implications,
particularly in diminishing teachers’ professional autonomy in
classroom practices. Consequently, the study recommends adopting
more democratic and participatory policy-making approaches in
schools to promote more balanced and equitable working
relationships between principals and teachers. Such an approach is
expected to improve not only school governance but also the overall
effectiveness of educational outcomes.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoretis relasi kuasa antara kepala sekolah dan guru dalam
konteks implementasi kebijakan pendidikan berbasis kinerja. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan sebagai metode utama. Relasi kuasa dalam institusi
pendidikan tidak terlepas dari struktur organisasi sekolah yang bersifat hierarkis, di mana kepala sekolah
memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, sedangkan guru berperan sebagai pelaksana kebijakan.
Berdasarkan teori-teori sosiologi pendidikan seperti teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu dan konsep
relasi kuasa dari Michel Foucault, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pendidikan berbasis kinerja
cenderung memperkuat ketimpangan struktur kekuasaan. Guru sering kali diposisikan sebagai pihak yang
hanya menerima dan menjalankan kebijakan tanpa pelibatan aktif dalam proses perumusannya. Kondisi ini
berimplikasi pada menurunnya otonomi profesional guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian
ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih demokratis dan partisipatif agar tercipta
hubungan kerja yang lebih seimbang dan adil antara kepala sekolah dan guru. Pendekatan ini diharapkan
dapat meningkatkan tata kelola sekolah serta efektivitas hasil pendidikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Kepala Sekolah, Guru, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Berbasis Kinerja.
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1. PENDAHULUAN

Transformasi kebijakan pendidikan dalam dua dekade terakhir telah membawa pergeseran paradigma yang
signifikan. Pendidikan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai proses humanistik dan pedagogis,
melainkan dikonstruksi melalui pendekatan manajerial yang mengutamakan efisiensi, pengukuran, dan
akuntabilitas [1], [2]. Di Indonesia, hal ini tampak pada penerapan kebijakan berbasis kinerja, di mana
kepala sekolah didorong untuk memenuhi indikator kuantitatif seperti nilai asesmen nasional, indeks
kehadiran guru, hingga kelengkapan dokumen administrasi [3]. Kebijakan ini menempatkan kepala sekolah
sebagai pusat kontrol institusi pendidikan, sementara guru dikonstruksi sebagai pelaksana teknis kebijakan,
bukan sebagai aktor yang memiliki otonomi profesional dan ruang partisipatif dalam pengambilan
keputusan. [4], [5].

Akibatnya guru dihadapkan pada tekanan birokratis dan ekspektasi struktural, yang mengurangi ruang
inisiatif dan inovasi dalam pembelajaran. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada atmosfer kerja di
sekolah, tetapi juga pada kualitas pendidikan itu sendiri. Selain itu muncul kecenderungan guru untuk
mengembangkan resistensi pasif, berkurangnya kepuasan kerja, dan lemahnya komitmen terhadap institusi
sekolah. [6], [7]. Dengan konteks tersebut, artikel ini mengambil judul “Relasi Kuasa antara Kepala
Sekolah dan Guru: Kajian Teoretis terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kinerja” untuk
membuka analisis terhadap struktur kuasa tersembunyi dalam kebijakan semacam itu.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi adanya hubungan antara gaya kepemimpinan
kepala sekolah dan performa guru. Namun, studi tersebut umumnya bersifat kuantitatif-empiris dan
berfokus pada variabel kinerja, disiplin, dan motivasi tanpa mengkaji secara mendalam struktur relasi kuasa
yang menyertainya. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis Kritis berbasis
teori sosial, khususnya teori kekuasaan Michel Foucault dan teori dominasi simbolik Pierre Bourdieu.
Penekanan pada aspek teoritis ini bertujuan untuk membuka tabir relasi kekuasaan yang tidak kasatmata,
namun membentuk struktur dan budaya sekolah secara sistemik [8].

Teori Michel Foucault memberikan kerangka kritis untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja tidak
semata-mata melalui paksaan atau struktur formal, tetapi secara produktif melalui mekanisme-mekanisme
seperti disciplinary power, surveillance, dan normalisasi. Dalam konteks sekolah, kekuasaan ini tidak
hanya terlihat dari perintah langsung kepala sekolah kepada guru, tetapi juga melalui sistem evaluasi
kinerja, supervisi berkala, serta indikator keberhasilan yang distandarkan. Semua itu membentuk suatu
rezim disipliner yang mengatur perilaku guru dalam hal apa yang boleh dilakukan, bagaimana seharusnya
mengajar, dan apa yang dianggap sebagai kinerja “baik”. Melalui proses ini, guru tidak hanya tunduk secara
struktural, tetapi juga secara diskursif dan simbolik: mereka mulai menginternalisasi norma-norma tertentu,
seperti keyakinan bahwa profesionalisme guru hanya dapat diukur melalui kelengkapan administrasi,
disiplin waktu, atau kesesuaian dengan rencana pembelajaran yang telah ditentukan [9].

Sementara itu, teori Pierre Bourdieu memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana dominasi dalam
institusi pendidikan direproduksi secara kultural dan simbolik. Konsep habitus menjelaskan bahwa guru
secara tidak sadar membentuk disposisi yang sesuai dengan struktur kuasa yang ada. Mereka menerima dan
mengulangi praktik birokratis tanpa mempertanyakan sumber kuasanya, karena dianggap sebagai sesuatu
yang “normal”. Kepala sekolah, melalui modal simbolik yang melekat pada posisinya (otoritas jabatan,
akses terhadap kebijakan, hubungan struktural dengan otoritas di atasnya), mampu memaksakan definisi
tentang “guru ideal”, “sekolah unggul”, atau “kinerja profesional”. Ketika guru tidak memiliki modal
serupa, mereka cenderung berada dalam posisi subordinat dan hanya mereproduksi kebijakan, bukan ikut
menciptakannya. Relasi seperti ini menciptakan struktur kekuasaan yang bersifat asimetris dan
berkelanjutan karena tidak disadari oleh para pelakunya.

Relasi kuasa dalam pendidikan, jika hanya dianalisis dari dimensi struktural vertikal, akan terkesan sekadar
relasi atasan dan bawahan. Namun baik Foucault maupun Bourdieu menekankan bahwa kuasa juga bekerja
dalam praktik sehari-hari yang dianggap wajar: dalam rapat guru, dalam cara kepala sekolah menegur,
dalam redaksi surat tugas, bahkan dalam ekspresi nonverbal di lingkungan sekolah. Di sinilah pentingnya
mengaitkan kedua teori tersebut dengan konsep kepemimpinan yang lebih dialogis.

Konsep instructional leadership dan distributed leadership hadir sebagai pendekatan alternatif untuk
mendekonstruksi struktur kuasa hierarkis yang menekan otonomi guru. Instructional leadership mengakui
pentingnya peran kepala sekolah dalam mendukung keberhasilan akademik melalui bimbingan
instruksional, tetapi menekankan kolaborasi sebagai inti dari proses peningkatan mutu. Sementara
distributed leadership secara lebih radikal membagi otoritas kepemimpinan kepada guru-guru dan staf
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sekolah dalam pengambilan keputusan, yang didasarkan pada trust (kepercayaan), mutual respect (saling
menghargai), dan shared responsibility (tanggung jawab bersama) [10].

Integrasi antara pendekatan teoretis Foucault-Bourdieu dan model kepemimpinan partisipatif ini penting
untuk merumuskan ulang pemahaman tentang relasi kuasa di sekolah. Jika kekuasaan selama ini hadir
dalam bentuk pengawasan dan dominasi simbolik, maka instructional-distributed leadership membuka
jalan menuju relasi kuasa yang transformatif, yaitu kuasa yang digunakan untuk membebaskan dan
memberdayakan, bukan mengontrol. Sehingga upaya untuk memahami dan mereformasi hubungan antara
kepala sekolah dan guru harus tidak hanya bersifat struktural-formal, tetapi juga menyasar pada
rekonstruksi budaya, bahasa, dan simbol-simbol kuasa yang beroperasi dalam ruang sekolah [11].

Dengan memperhatikan dinamika kekuasaan yang tersembunyi namun sistemik dalam lingkungan sekolah,
serta kecenderungan kebijakan pendidikan berbasis kinerja yang menitikberatkan pada pencapaian
indikator kuantitatif daripada proses pedagogis yang holistik, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
ditujukan untuk menggali secara mendalam dimensi relasi kuasa antara kepala sekolah dan guru.
Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana struktur relasi kuasa
antara kepala sekolah dan guru terbentuk dalam kerangka kebijakan pendidikan berbasis kinerja; (2)
Bagaimana relasi kekuasaan tersebut berdampak terhadap profesionalisme, motivasi kerja, dan partisipasi
guru dalam menjalankan praktik pendidikan di sekolah; (3) Bagaimana pendekatan kepemimpinan
alternatif yang partisipatif dan kolaboratif dapat ditawarkan untuk merekonstruksi relasi kuasa yang lebih
adil antara kepala sekolah dan guru?

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang agar bersifat spesifik, yakni fokus pada relasi kepala sekolah—guru
dalam konteks kebijakan kinerja; terukur melalui penelusuran sistematik terhadap literatur dan dokumen
kebijakan dalam lima tahun terakhir (2020-2025); dapat dicapai karena bersandar pada analisis teoretis dan
bukan data lapangan primer; relevan dengan realitas kontemporer sistem pendidikan nasional; serta terikat
waktu karena meninjau konteks penerapan kebijakan pendidikan berbasis kinerja dalam kurun waktu yang
jelas. Selain itu, pertanyaan ini juga memuat dimensi diagnosis (bagaimana struktur kuasa terbentuk)
sekaligus prognosis (apa dampaknya dan kemungkinan transformasinya), sehingga membuka ruang untuk
refleksi kritis sekaligus rekomendasi solutif.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis
secara teoretis bagaimana struktur relasi kuasa antara kepala sekolah dan guru terbentuk dan beroperasi
dalam kerangka kebijakan pendidikan berbasis kinerja, terutama melalui mekanisme pengawasan, evaluasi,
dan pelaksanaan regulasi administratif; (2) Untuk mengidentifikasi dampak relasi kuasa tersebut terhadap
dimensi-dimensi utama dalam profesionalisme guru, termasuk otonomi dalam pembelajaran, motivasi
intrinsik dalam bekerja, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat institusional; (3) Untuk
merumuskan pendekatan alternatif dalam kepemimpinan pendidikan yang lebih bersifat partisipatif,
kolaboratif, dan transformatif, dengan mengintegrasikan pendekatan instructional leadership dan
distributed leadership sebagai strategi pelembagaan kuasa yang adil dan demokratis. [12].

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan kritis terhadap
dinamika sosial yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan
kontribusi teoritis maupun praktis dalam perumusan model kepemimpinan dan kebijakan pendidikan yang
lebih partisipatif, adil, serta mendukung penguatan otonomi profesional guru. Dengan menjelaskan proses
relasi kuasa secara lebih komprehensif, artikel ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi reformasi
kebijakan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan hasil kuantitatif, tetapi juga memperhatikan proses
dan hubungan sosial yang berlangsung di dalam institusi pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research)
sebagai strategi utama. Pendekatan ini dipilih karena kajian ini tidak bertujuan mengumpulkan data
lapangan, melainkan mengonstruksi pemahaman teoritis yang mendalam terhadap relasi kuasa dalam
institusi pendidikan berbasis kinerja. Metode ini memungkinkan analisis kritis terhadap konsep-konsep
utama dan hasil penelitian sebelumnya melalui kerangka teori kekuasaan Foucault dan Bourdieu [13].
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2.2. Sumber Data
Sumber data terdiri atas:

1. Buku teori utama seperti karya Foucault (Discipline and Punish) dan Bourdieu (Distinction, The
Logic of Practice);

2. Artikel jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional seperti Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,
Educational Management Administration & Leadership, dan International Journal of Educational
Research [14];

3. Laporan dan dokumen kebijakan dari lembaga resmi seperti Kemendikbudristek, UNESCO, dan
OECD;

4. Referensi dipilih berdasarkan relevansi tematik dan keterkinian publikasi (2020-2025).

2.3. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan tiga tahap utama:

1. Reduksi data: memilih dokumen vyang relevan, menyaring berdasarkan topik kekuasaan,
profesionalisme, dan kepemimpinan.

2. Penyajian data: mengelompokkan data ke dalam tema seperti “dominasi kepala sekolah”, “respon
guru”, dan “struktur evaluasi”.

3. Penarikan kesimpulan: menginterpretasi data dengan menggunakan teori Bourdieu dan Foucault.
Contoh: jika ditemukan kebijakan evaluasi guru yang hanya menilai administrasi, maka
diinterpretasi sebagai wujud disciplinary power.

2.4. Validitas Data
Untuk menjaga validitas, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan:

1. Membandingkan isi dari berbagai jurnal dan dokumen kebijakan;
2. Menyeleksi literatur dari sumber akademik kredibel;
3. Mengutamakan publikasi dalam rentang 5 tahun terakhir (2020-2025).

2.5. Kerangka Teori

1. Foucault digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme
pengawasan, normalisasi, dan pembentukan subjek “guru ideal”.

2. Bourdieu digunakan untuk memahami bagaimana habitus dan modal simbolik mereproduksi relasi
kuasa yang mengakar.

3. Sebagai pelengkap, teori Habermas tentang tindakan komunikatif digunakan untuk menawarkan
solusi kebijakan partisipatif berbasis dialog.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Struktur Hierarki Kekuasaan di Sekolah

Dalam konteks kebijakan pendidikan berbasis kinerja, struktur organisasi sekolah menunjukkan bentuk
hierarki kekuasaan yang kuat dan tegas, di mana kepala sekolah memegang posisi sentral sebagai pemegang
kendali utama. Kepala sekolah bertindak sebagai perpanjangan tangan dari sistem birokrasi pendidikan
nasional, dengan tanggung jawab untuk menyusun agenda sekolah, memastikan pencapaian target
kurikulum, serta mengevaluasi seluruh aktivitas guru dan tenaga kependidikan. Posisi ini menjadikan
kepala sekolah bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penentu arah dan indikator
keberhasilan pendidikan di sekolah. Sementara itu, guru diposisikan sebagai pelaksana teknis yang bertugas
merealisasikan instruksi dan kebijakan tanpa banyak ruang untuk negosiasi atau inisiatif mandiri.
Hubungan ini menunjukkan ketimpangan struktural yang berdampak pada pola interaksi serta produktivitas
institusi pendidikan secara keseluruhan [15].

Dominasi kepala sekolah paling nyata terlihat dalam mekanisme evaluasi kinerja guru, yang umumnya
lebih menekankan pada pencapaian kuantitatif, seperti kelengkapan administrasi pembelajaran, laporan
kegiatan, serta realisasi target kurikulum. Meskipun penilaian administratif diperlukan untuk menjamin
akuntabilitas, pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek kualitatif dalam pengajaran, seperti inovasi
metode, pendekatan reflektif, dan relasi interpersonal antara guru dan siswa. Evaluasi pun sering dilakukan
secara sepihak, di mana kepala sekolah berperan sebagai penilai tunggal tanpa ruang dialog timbal balik.
Guru dihadapkan pada standar performatif yang kaku, sementara situasi kelas, latar belakang siswa, dan
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tantangan lokal kerap tidak menjadi pertimbangan [16]. Penelitian oleh [17] mencatat bahwa sebagian besar
guru merasa tekanan evaluasi mendorong mereka untuk fokus pada dokumen, bukan pada proses
pembelajaran.

Sebuah studi multi-kasus di Uni Emirat Arab tahun 2023 menemukan bahwa guru merasa dievaluasi
berdasarkan indikator administratif yang tak mencerminkan kualitas pengajaran mereka. Misalnya, guru
dituntut untuk membuat portofolio digital lengkap dan hadir dalam jadwal pelaporan, sementara aspek
refleksi pedagogis dan interaksi siswa tidak pernah dimasukkan dalam kriteria penilaian. Mereka
melaporkan “seluruh perhatian diarahkan pada pemenuhan dokumen, bukan efektivitas pengajaran” [18].

Ketimpangan kuasa ini menciptakan sistem komunikasi yang bersifat satu arah, di mana kepala sekolah
mendistribusikan informasi melalui instruksi, edaran, atau laporan berkala yang bersifat perintah. Guru
tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan program sekolah atau evaluasi kebijakan. Akibatnya,
komunikasi menjadi prosedural dan minim partisipasi. Dalam praktik sehari-hari, guru merasa peran
mereka direduksi menjadi pelaksana perintah, bukan mitra diskusi. Hal ini melemahkan rasa memiliki
terhadap kebijakan sekolah, menurunkan partisipasi guru dalam kegiatan kolektif, serta menghambat
pertumbuhan budaya reflektif yang diperlukan dalam institusi pendidikan [17]. Ketika komunikasi
berlangsung dalam kerangka otoriter, bukan deliberatif, maka ruang untuk inovasi dan adaptasi terhadap
perubahan sosial pun menyempit.

Lebih jauh, struktur kekuasaan yang vertikal dan otoritatif ini menghasilkan budaya organisasi yang tidak
partisipatif, di mana kepatuhan administratif lebih dihargai dibanding kreativitas atau pendekatan
kontekstual. Guru yang mencoba menyampaikan gagasan baru atau pendekatan alternatif sering kali
dihadapkan pada resistensi struktural atau dianggap menyimpang dari standar operasional. Akibatnya,
terjadi stagnasi inovasi dalam pembelajaran serta munculnya resistensi pasif dari guru dalam bentuk
partisipasi minimal, keterlibatan seadanya, hingga sikap formalistik terhadap program-program sekolah.
Budaya otoriter ini bertentangan dengan semangat learning organization yang ideal dalam pendidikan abad
ke-21, yang justru menekankan kolaborasi, adaptabilitas, dan pembelajaran berkelanjutan [19].

Dampak lain dari dominasi struktural ini adalah munculnya konflik laten antara ekspektasi manajerial dan
nilai-nilai pedagogis. Ketika guru merasa dibatasi dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang
sesuai dengan kondisi kelas, maka muncul ketegangan antara logika birokratis dan prinsip profesional.
Konflik ini sering tidak muncul ke permukaan, tetapi tercermin dalam bentuk keengganan guru mengikuti
pelatihan, menurunnya kualitas pengajaran, hingga tidak adanya inisiatif dalam pengembangan diri. Tanpa
adanya sistem komunikasi yang terbuka dan manajemen konflik yang baik, potensi sinergi antara kepala
sekolah dan guru sulit dicapai. Sekolah pun berisiko menjadi institusi yang hanya menjalankan rutinitas
administratif tanpa makna pendidikan yang esensial [20].

Dengan demikian, struktur hierarki kekuasaan di sekolah bukan hanya persoalan struktur organisasi semata,
melainkan juga menyangkut bagaimana kekuasaan didistribusikan, dikelola, dan dimaknai dalam praktik
sehari-hari. Ketimpangan dalam relasi ini berimplikasi serius terhadap ekosistem pembelajaran dan iklim
institusi pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dirancang sistem kepemimpinan sekolah
yang lebih dialogis, partisipatif, dan reflektif yang mampu mengakomodasi suara guru sebagai agen
profesional sekaligus pelaku utama dalam proses pendidikan.

3.2. Dampak terhadap Profesionalisme Guru

Ketimpangan relasi kuasa antara kepala sekolah dan guru memberikan dampak signifikan terhadap
integritas, motivasi, dan profesionalisme guru dalam praktik pendidikan. Otonomi guru, yang seharusnya
menjadi fondasi utama dalam merancang strategi pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, sering kali
tergerus oleh dominasi kebijakan administratif yang menuntut kepatuhan terhadap standar yang rigid.
Evaluasi kinerja guru yang lebih menekankan aspek kuantitatif seperti kelengkapan dokumen, ketepatan
waktu laporan, dan presensi fisik, mengubah fokus guru dari pembelajaran bermakna menjadi rutinitas
birokratis. Dalam situasi ini, guru merasa lebih dihargai atas kepatuhan prosedural daripada inovasi
pedagogis. Akibatnya, ruang eksplorasi metode baru, riset kelas, atau pendekatan kreatif menjadi
terabaikan, karena tidak dianggap sebagai indikator keberhasilan oleh sistem [21].

Tekanan sistemik untuk mencapai target numerik seperti peningkatan nilai asesmen atau kelengkapan
portofolio sering kali mengalihkan perhatian guru dari esensi pendidikan yang sejati: membangun relasi
manusiawi dan pembelajaran yang sesuai dengan konteks peserta didik. Banyak guru mengeluhkan bahwa
sebagian besar waktu mereka habis untuk mengisi format, merevisi dokumen, dan mengikuti pelatihan yang
bersifat prosedural, ketimbang melakukan refleksi pembelajaran atau penguatan kompetensi sosial-
emosional siswa [22]. Dalam jangka panjang, tekanan ini menyebabkan penurunan kepuasan Kkerja,
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kelelahan psikologis, dan hilangnya semangat dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Guru menjadi
cenderung bekerja untuk “menghindari kesalahan” daripada “menciptakan perubahan,” yang pada akhirnya
melemahkan komitmen profesional mereka terhadap misi pendidikan itu sendiri.

Kondisi tersebut melahirkan bentuk resistensi pasif, di mana guru melaksanakan tugas-tugas mereka secara
mekanistik, sekadar memenuhi permintaan administratif tanpa keterlibatan emosional atau intelektual.
Ketika suara dan pertimbangan guru tidak diakomodasi dalam pengambilan keputusan, maka rasa
kepemilikan terhadap program sekolah pun menghilang [23]. Dalam beberapa kasus, guru menolak untuk
terlibat dalam pengembangan kurikulum sekolah atau program peningkatan mutu karena merasa aspirasi
mereka tidak pernah direspons. Fenomena ini bukan sekadar sikap malas, melainkan ekspresi frustrasi
terhadap struktur yang tidak mendukung partisipasi. Tanpa intervensi struktural, resistensi pasif ini
berpotensi berkembang menjadi ketidakpedulian kolektif yang melemahkan semangat reformasi
pendidikan dari dalam [24].

Lebih dari sekadar pelaksana teknis kebijakan, guru sesungguhnya adalah aktor kunci dalam pembangunan
karakter bangsa dan transformasi sosial. Ketika peran tersebut direduksi menjadi pelapor administratif,
maka terjadi proses depersonalisasi profesi. Guru kehilangan ikatan emosional terhadap pekerjaan mereka
dan menganggap tugas-tugas pendidik sebagai beban birokrasi. Ketimpangan kuasa yang terus berlangsung
memperparah situasi ini, terutama karena tidak adanya mekanisme yang mengakui keberagaman
pendekatan dan kontribusi setiap guru. Situasi ini menurunkan kepercayaan diri dan inisiatif guru dalam
berinovasi, serta menimbulkan stagnasi dalam pembelajaran di kelas [25]. Ketika guru takut “salah
langkah” karena standar terlalu sempit, mereka cenderung menghindari metode-metode yang inovatif.

Dampak dari struktur relasi kuasa yang timpang juga terasa pada persepsi publik terhadap profesi guru.
Ketika guru dipandang hanya sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai profesional yang memiliki
otonomi intelektual dan tanggung jawab moral, maka legitimasi profesi ini ikut terdegradasi. Oleh karena
itu, reformulasi kebijakan pendidikan menjadi sangat mendesak. Guru perlu diposisikan sebagai mitra
strategis dalam penyusunan dan implementasi kebijakan, bukan sekadar objek regulasi. Pelibatan aktif guru
dalam forum-forum pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa memiliki, memperkuat motivasi
intrinsik, serta mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan responsif [26].

Sebagai rekomendasi, desain kebijakan pendidikan harus mampu memadukan antara akuntabilitas dan
penghargaan terhadap profesionalisme serta kreativitas guru. Ini dapat diwujudkan melalui sistem evaluasi
kolaboratif yang melibatkan rekan sejawat dan supervisi reflektif, bukan sekadar pelaporan angka. Selain
itu, penting untuk memperluas ruang partisipasi guru dalam penyusunan kurikulum, pengambilan kebijakan
tingkat sekolah, hingga pengembangan program berbasis komunitas belajar profesional (Professional
Learning Community). Dengan demikian, guru tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan kewajiban
struktural, tetapi juga terlibat aktif dalam pembentukan arah pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan.

3.3. Telaah Teoretis: Foucault dan Bourdieu dalam Pendidikan

Pendekatan teoretis Michel Foucault dan Pierre Bourdieu memberikan kerangka konseptual yang
mendalam untuk menganalisis struktur dan dinamika relasi kuasa antara kepala sekolah dan guru dalam
institusi pendidikan modern. Foucault, melalui konsep disciplinary power, menunjukkan bahwa kekuasaan
dalam pendidikan tidak bersifat represif atau koersif secara langsung, tetapi justru tersebar melalui
mekanisme-mekanisme pengawasan (supervisi), produksi pengetahuan, dan penciptaan norma yang
membentuk subjek-subjek yang taat secara sukarela. Dalam praktik pendidikan, kekuasaan ini
termanifestasi melalui laporan kinerja guru, pelaksanaan supervisi rutin, hingga sistem penilaian yang
distandarkan secara vertikal. Seluruh proses ini bukan hanya mengontrol tindakan guru, tetapi juga
membentuk cara berpikir mereka mengenai peran dan identitas profesionalnya [27].

Normalisasi dalam pandangan Foucault menjelaskan bagaimana standar tentang “guru ideal” diciptakan
dan dilembagakan melalui kebijakan, pelatihan, serta praktik evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah.
Misalnya, guru yang dianggap baik adalah mereka yang tepat waktu, rapi secara administratif, dan mampu
mengikuti struktur kurikulum dengan konsisten. Karakteristik ini, meskipun tampak objektif, sebenarnya
adalah hasil dari proses kuasa yang membentuk persepsi bersama tentang performa ideal. Guru yang
menyimpang dari norma ini, misalnya, dengan menawarkan pendekatan kontekstual atau pembelajaran
kritis sering kali dianggap tidak profesional. Dalam kerangka ini, evaluasi bukan hanya alat ukur, tetapi
juga instrumen kekuasaan yang mereproduksi bentuk-bentuk kepatuhan struktural [28].

Di sisi lain, teori Pierre Bourdieu memperkaya pemahaman ini dengan menyoroti bagaimana kekuasaan
bekerja dalam ranah simbolik dan kultural. Konsep modal simbolik menjelaskan bagaimana kepala sekolah,
karena posisinya dalam hierarki institusional, memiliki kekuatan untuk menetapkan definisi tentang kinerja,
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disiplin, dan profesionalisme yang sah. Modal ini tidak hanya berasal dari jabatan, tetapi juga dari
pengakuan struktural yang diterima oleh kepala sekolah dari institusi di atasnya. Guru, dengan modal
simbolik yang lebih rendah, cenderung mengikuti definisi tersebut tanpa banyak resistensi. Hal ini
dikarenakan habitus disposisi mental dan perilaku yang dibentuk oleh pengalaman sosial, mereka telah
menginternalisasi relasi kuasa sebagai sesuatu yang “wajar” dan tidak perlu dipertanyakan.

Habitus dalam konteks ini menciptakan pola kepatuhan yang tidak disadari, di mana guru merasa bahwa
mengikuti sistem adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Bahkan ketika kebijakan tidak sepenuhnya
sesuai dengan kondisi kelas atau kebutuhan siswa, banyak guru tetap menjalankannya tanpa kritik karena
mereka telah terbentuk dalam sistem yang menilai loyalitas melalui kepatuhan. Proses ini menghasilkan
reproduksi simbolik yang memperkuat struktur kuasa yang ada, serta menghalangi upaya perubahan dari
dalam. Dengan memahami hal ini, maka menjadi penting untuk membongkar habitus melalui mekanisme
reflektif, misalnya melalui komunitas belajar guru, supervisi partisipatif, atau pelatihan pedagogis berbasis
dialog yang melibatkan pengalaman nyata guru sebagai bahan refleksi [29].

Sebagai pelengkap dari dua pendekatan kritis tersebut, teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas
menawarkan landasan normatif untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis dan
inklusif. Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional, yakni komunikasi yang didasarkan pada
kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan dalam bertukar pandangan. Sebagai dasar legitimasi tindakan sosial.
Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa guru harus dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan
kebijakan, bukan sekadar menjadi pelaksana. Forum diskusi, musyawarah sekolah, dan model dialog
terbuka menjadi instrumen penting untuk menciptakan sistem kelembagaan yang mendengarkan dan
menghargai suara semua pihak.

Pendekatan Habermas juga mengoreksi kecenderungan dalam sistem pendidikan berbasis Kinerja yang
sering kali menutup ruang deliberatif demi efisiensi dan kontrol. Ketika kebijakan disusun secara top-down
tanpa ruang bagi partisipasi, maka legitimasi kebijakan tersebut akan lemah di tingkat pelaksanaan.
Sebaliknya, kebijakan yang lahir dari proses komunikasi rasional akan memiliki daya tahan institusional
yang lebih kuat karena dibangun atas dasar kesepahaman bersama. Dalam hal ini, tindakan komunikatif
bukan hanya strategi manajerial, tetapi prinsip etis yang mendasari relasi kuasa yang sehat dan produktif di
sekolah [30].

Integrasi antara teori Foucault, Bourdieu, dan Habermas, dapat dibangun kerangka pemahaman yang tidak
hanya menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dan direproduksi, tetapi juga bagaimana ia dapat
diimbangi dan ditransformasikan. Foucault menjelaskan mekanisme kekuasaan tersembunyi, Bourdieu
mengungkapkan proses internalisasi dan reproduksi dominasi, sementara Habermas memberikan arah
normatif untuk menciptakan ruang interaksi yang adil. Temuan studi literatur menunjukkan bahwa banyak
guru mengalami tekanan administratif, hilangnya otonomi profesional, dan resistensi pasif akibat dominasi
struktural kepala sekolah. Dengan mengaitkan temuan-temuan ini pada tiga kerangka teori di atas, jelas
bahwa reformasi pendidikan yang efektif tidak cukup hanya dengan mengganti kebijakan, tetapi juga
dengan membongkar struktur kekuasaan yang membentuk praktik kelembagaan.

3.4. Implikasi Kebijakan dan Praktik

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pendidikan berbasis kinerja yang dilakukan
secara top-down berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara kepala sekolah dan guru.
Ketimpangan ini berdampak pada melemahnya otonomi profesional guru, munculnya resistensi pasif, serta
berkurangnya inovasi dalam pembelajaran [31]. Oleh karena itu, pada tingkat kebijakan nasional dan
daerah, perlu dirancang sistem pendidikan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Salah satu langkah
strategis adalah dengan melibatkan guru secara aktif dalam perumusan kebijakan, baik melalui forum
konsultatif, pertemuan musyawarah di tingkat satuan pendidikan, maupun melalui digital platform
interaktif yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Dinas
Pendidikan daerah [32]. Guru tidak lagi diposisikan sebagai objek implementasi, tetapi sebagai subjek
kebijakan yang memiliki pengalaman, perspektif lapangan, dan wawasan kontekstual yang penting dalam
perumusan solusi pendidikan yang efektif.

Lebih lanjut, pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah perlu dirancang ulang untuk mengakomodasi
pendekatan yang lebih humanis, empatik, dan transformatif. Program ini tidak hanya menekankan pada
pencapaian target administratif dan pengelolaan sekolah secara teknis, tetapi juga membekali kepala
sekolah dengan kemampuan komunikasi reflektif, etika kepemimpinan partisipatif, serta pemahaman
terhadap dinamika sosial-kultural dalam institusi pendidikan [33]. Model pelatihan dapat mengadopsi
prinsip instructional leadership dan transformational leadership, yang menempatkan kepala sekolah
sebagai fasilitator pengembangan guru, penggerak budaya belajar, dan penjaga integritas institusi. Dengan
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pelatihan ini, diharapkan kepala sekolah mampu menciptakan iklim kerja yang adil, menghargai kontribusi
guru secara individual, serta mendukung lahirnya inovasi yang bersumber dari bawah [34].

Dalam tataran praktik sekolah sehari-hari, dibutuhkan pembentukan mekanisme kelembagaan yang
mendukung evaluasi kebijakan secara rutin dan inklusif. Salah satu bentuk yang bisa dikembangkan adalah
forum musyawarah guru, yaitu pertemuan reguler antarguru dan manajemen sekolah untuk mengevaluasi
pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi secara bersama-sama. Di samping
itu, praktik refleksi kolektif dan komunitas belajar profesional (Professional Learning Community/PLC)
juga menjadi sarana strategis dalam mengurangi dominasi struktural. Melalui PLC, guru dapat berbagi
praktik baik, melakukan riset tindakan kelas, serta berdiskusi tentang pendekatan pembelajaran yang lebih
kontekstual dan responsif. Model seperti ini tidak hanya memperkuat profesionalisme guru, tetapi juga
menghidupkan kembali budaya sekolah sebagai ruang kolaboratif yang dinamis.

Pendekatan teoretis Michel Foucault membantu menjelaskan bahwa kekuasaan dalam pendidikan tidak
hanya bersifat represif, tetapi juga tersebar dalam mekanisme seperti supervisi, pelaporan, dan evaluasi,
yang sering kali mengatur tindakan guru secara tidak sadar. Teori Pierre Bourdieu, melalui konsep habitus
dan modal simbolik, menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan yang timpang dapat direproduksi secara
terus-menerus melalui sistem simbolik yang dianggap wajar. Guru yang telah menginternalisasi peran
subordinatif cenderung tidak menyadari bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mengubah sistem.
Sementara itu, teori Jurgen Habermas menegaskan pentingnya komunikasi rasional dan deliberatif dalam
pengambilan kebijakan. Ketiga pendekatan ini secara bersamaan memberikan kerangka yang tidak hanya
menjelaskan dinamika kekuasaan, tetapi juga membuka jalan bagi desain kebijakan yang adil, demokratis,
dan partisipatif [35].

Sehingga dalam membingkai relasi kuasa sebagai sesuatu yang dapat ditransformasikan melalui interaksi
sosial dan desain kelembagaan yang reflektif, institusi pendidikan dapat bergerak menuju model
pengelolaan yang tidak hanya mengejar efisiensi kinerja, tetapi juga membangun kualitas relasi manusia di
dalamnya. Reformasi kebijakan pendidikan tidak cukup dilakukan melalui regulasi dari atas, melainkan
memerlukan proses negosiasi, partisipasi, dan pembelajaran kolektif yang melibatkan semua aktor
pendidikan secara setara.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis kinerja yang diterapkan di sekolah-
sekolah berdampak langsung terhadap pembentukan relasi kuasa yang timpang antara kepala sekolah dan
guru. Dalam sistem birokrasi pendidikan yang hierarkis, kepala sekolah cenderung mendominasi proses
pengambilan keputusan, sedangkan guru berada dalam posisi subordinatif yang dibebani peran pelaksana.
Relasi ini tidak hanya membatasi ruang partisipasi guru, tetapi juga menghambat pengembangan potensi
profesional dan inovasi dalam praktik pembelajaran. Kondisi ini diperparah oleh sistem evaluasi kinerja
yang bersifat sepihak dan kuantitatif, sehingga mengabaikan aspek kualitatif dari proses pendidikan. Ketika
guru tidak dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kebijakan, maka akan muncul resistensi pasif,
rendahnya motivasi kerja, dan hilangnya rasa memiliki terhadap program sekolah.

Dari sisi teoritis, pendekatan Michel Foucault dan Pierre Bourdieu memberikan kerangka konseptual yang
tajam untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja secara halus dan sistematis dalam dunia pendidikan.
Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan tersebar melalui praktik supervisi, normalisasi, dan diskursus
yang membentuk subjek, sementara Bourdieu menekankan pentingnya habitus dan modal simbolik dalam
mempertahankan dominasi. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa guru sering kali
menginternalisasi struktur kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar, yang kemudian direproduksi melalui
kepatuhan tanpa refleksi kritis. Oleh karena itu, kesadaran kritis dan ruang partisipatif menjadi elemen
penting untuk membongkar dan merekonstruksi struktur kuasa yang ada. Tanpa hal tersebut, transformasi
pendidikan hanya akan menjadi agenda administratif tanpa perubahan substantif di lapangan.

Implikasi dari penelitian ini sangat penting, baik secara kebijakan maupun praktik. Secara kebijakan, perlu
adanya perubahan paradigma dari pendekatan top-down menuju pendekatan partisipatif dan kolaboratif
yang melibatkan guru dalam setiap tahap perumusan dan evaluasi kebijakan. Kepala sekolah perlu dibekali
dengan kapasitas kepemimpinan transformatif yang humanis dan komunikatif, sementara guru harus diberi
ruang untuk mengekspresikan profesionalismenya tanpa tekanan administratif yang berlebihan. Secara
praktis, dibutuhkan forum-forum reflektif, komunitas belajar profesional, dan sistem supervisi yang lebih
dialogis agar hubungan kerja antara kepala sekolah dan guru dapat berjalan secara sinergis dan setara.
Dengan demikian, relasi kuasa dalam pendidikan bukan lagi menjadi instrumen dominasi, melainkan
menjadi fondasi kerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan.
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